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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Riau Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Dinas Energl dan
Sumber Dayva Mineral Provinst Riau;

bahwa agar tidak lerjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan [ungsi Scksi-Seksi dan Cabang Dinas pada Dinas Encrg
dan Sumber Daya Mincral Provinsi Riau maka Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Dinas
Energli dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riau perlu
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Encrgi dan Sumber Dava
Mincral Provinsi Riau;

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Swatantra Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Scbagal Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887};

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Peclaksana Tcknis Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 (entang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provins: Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
RIAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Provinsi Riau.

5. Pcrangkat Dacrah Provinsi adalah unsur
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi
fas’ £ o
dan Sumber Daya Mincral Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Dayva Mineral adalah
Kepala Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mincral Provinsi
Riau.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur
pelaksana urusan pemcerintahan yvang menjadi kewenangan
Dacrah.

(2) Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Encrgi
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dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sckretaris
Dacrah.

Pasal 3

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 mempunyal tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pada Sckretariat, Bidang Geologi
dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang
Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang
Ketenagalistrikan;

b. pelaksanaan kebijakan pada Sckretariat, Bidang Geologi
dan Air Tanah, Bidang Mincral dan Batubara, Bidang
Energi dan  Encrgi Baru Terbarukan, dan Bidang
Ketenagalistrikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat,
Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan
Batubara, Bidang Enecrgi dan Encrgi Baru Terbarukan,
dan Bidang Ketenagalistrikan;

d. pelaksanaan administrasi pada Sckretariat, Bidang Geologi
dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang
Energi dan Energi Baru Terbarukan, dan Bidang
Ketenagalistrikan; dan

¢. pclaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

..ﬁ._
—
—

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mincral
terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Pcrencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah; dan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
¢. Bidang Geologi dan Air Tanah.
d. Bidang Mincral dan Batubara.
e..Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan.
f. Bidang Ketenagalistrikan.
g. Cabang Dinas dan Unit Pelaksaria Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat dipimpin  oleh scorang Sekretaris, Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin olch
Kepala Subbagian.

(3) Bidang dibantu oleh Peclaksana dan Pejabat Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Encrgi dan Sumber Daya
Mineral tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Dayva Mineral merupakan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (esclon [1.a).

(2) Sekretanis  dan  Kepala Bidang mecerupakan  Pejabat
Administrator {(eselon 111.a).

(3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (cselon [V.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Dayva Mineral mempunyai
tugas  membantu  Gubernur  melaksanakan Urusan
Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Dacrah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Dacrah pada bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral.

=
N
X

Untuk meclaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mincral
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan
administrasi dan pelaksanaan fungsi lain vang diberikan olch
Gubernur terkait dengan tugas dan [ungsi pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyal tugas melakukan  koordinasi,
fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program,
Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Dacrah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sekretaris menycelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pade
Sekretariat;

b. penyclenggaraan pelaksanaan koordinasi, [asilitasi
dan  memeriksa  hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
Sekretanat;
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c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang lelah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas [Energi dan Sumber
Daya Mineral; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan  penganggaran  pada
Subbagian Perencanaan Program;

b. membagl tugas, memberi pctunjuk dan memeriksa hasil
pclaksanaan tugas bawahan di  lingkungan Subbagian
Perencanaan Program;

¢. menylapkan bahan dan menghimpun  usulan rencana
program/kegiatan dari masing-rmasing bidang;

d. melaksanakan penyusunan  Rencana  Strategis, Rencana
Kerja Pemcrintah Daerah, Perjanjpan Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah unit kerja;

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur;

[. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi
dan rapatl koordinasi musyvawarah perencanaan
pembangunan dacrah serta rapat koordinasi teknis;
melakukan  pemantauan, cvaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan Lugas dan kegiatan pada  Subbagian
Perencanaan Program; dan

oo

h. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang  diberikan
atasan sesual lugas dan [ungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal ©

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan

Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

a. mercncanakan program Keglatan dan penganggaran pada
Subbagian Kcuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

b. membagl tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan, Perlengkapan dan Pcngelolaan Barang Milik
Daerah;

c. mclakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan
dan asct;
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mengelola  keuangan dan penyiapan pembayaran gaji
pegawarl;

melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk  teknis
pengelolaan keuangan dan aset;

menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah;

melakukan urusan pengurusan barang milik dacrah yang
berada pada penguasaan Dinas Energl dan Sumber Dava
Mineral;

melaksanakan penyelesaian  tindak lanjul Laporan Hasil
Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan
pelaksanaan keglatan;

melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi;

melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan
pencatatan asct;

mclakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan

Jjasa unit kerja;

.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

elaksanaan tugas dan L{C&fi&\t.éll’l 'J’dda SL.IbbElC"iEJH Kt‘uanwan,
fa] by i‘ e b
Perlengkapan dan Pen relolaan Barang Milik Dacrah; dan
fias T o

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

a.

)

i

=

—

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Subbagian Kepegawaian dan Umum:

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan  tugas bawahan di  lingkungan Subbagian
Kepegawaian dan Umum;

mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
melaksanakan [asilitasi administrasi kepegawaian;

melaksanakan koordinasi pcenyusunan  Analisa  Jabatan,
Analisa Bcban Kerja, peta jabalan, proycksi kebutuhan
pegawal, standar kompentensi,dan evaluasi jabatan:

melaksanakan proses pencgakan disiplin pegawai;
membuat laporan perkembangan kepegawaian;
menyelenggarakan urusan kchumasan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi:

melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan  keprotokolan dan
administrasi perjalanan dinas:
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melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor
setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah;

melaksanakan pemcliharaan sarana dan prasarana kantor,
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data

informasi untuk kepentingan masyarakat;

mclakukan pemantauan, cvaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan  tugas dan  kegiatan  pada  subbagian
Kepegawaian dan Umum; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan [ungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 11

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas
mclakukan koordinasi, fasilitasi dan cvaluasi pada Cabang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mincral di Kabupaten/Kola
se Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bidang Geologi  dan  Air  Tanah
menyclenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Geologi dan Air Tanah;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang
Geologi dan Air Tanah;

¢. melakukan koordinasi dalam pengelolaan data, informasi,
iventarisasi, pemetaaan, neraca sumber daya mincral,
batubara, air tanah, dan miugasi kebencanaan geologi
serta promosi potensial Geologi dan Air Tanah;

d. menyusun Peraturan dan menghimpun dan mempelajari
perundang-undangan tingkat provinsi di Bidang Geologi;

¢. melakukan kajian/rckomendasi tcknis penerbitan  izin
pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, izin juru
bor, Izin pengusahaan air tanah dan izin perusahaan
pengeboran air tanah dalam dacrah cckungan air tanah
dalam provinsi;

[ melakukan pembinaan terhadap pengguna air tanah;

(&32"3 2

g melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan
air tanah secara berkala;

h. pcnyiapan  bahan  perencanaan, pelaksanaan  dan
pengkoordinasian kegiatan di bidang air tanah;

1. penyelenggaraan pemantauan, cvaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas scsuai dengan (ugas yang lelah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral: dan
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pclaksanaan tugas kedinasan lain  yang diberikan
pimpinan sesuai tugas dan [ungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melakukan koordinasi, [lasilitasi dan evaluasi tugas pada
Cabang Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral di
Kabupaten/Kota sc Provinsi Riau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala  Bidang  Mincral  dan  Batubara
menyclenggarakan [ungsi:

a.

T

penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Mineral dan Batubara:
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa  hasil  pelaksanaan  tugas di lingkungan
Bidang Mineral dan Batubara;
memproses rekomendasi  Izin Usaha Pertambangan,
produk khusus dan jasa Mincral dan Batubara;
memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka
pengembangan  serta  kerjasama  dalam  rangka
peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil mineral
logam dan batubara scrta minceral bukan logam dan
tad e
batuan;
melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan
Lingkungan, Rencana Kcrja Anggaran Biayva scrla
o 1 [ o
laporan, dokumen cksplorasi, studi kelayakan; reklamasi
P ; ; 3
dan pasca tambang pengusahaan mineral logam dan
batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
membecerikan bimbingan teknis pertambangan,
pertambangan rakyat, meliputi data, penganggaran dan
evaluasi izin pertambangan rakyat;
melakukan inventarisasi potensi dan pengusahaan secrta
mengelola data dan informasi Wilayah Pertambangan
mineral dan batubara;
melakukan koordinasi dalam rangka menctapkan harga
patokan serta mengawasi dan evaluasi program
Community  Development  atau  Corperate  Social
Responsibility perusahaan pertambangan mineral dan
batubara;

mclakukan verifikasi hasil produksi dan penjualan
menineral  batubara, dan melakukan rekonsiliasi
terhadap Pencrimaan Negara Bukan Pajak mineral logam
dan batubara scrta Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
bagi produksi dan penjualan mincral bukan logam dan
batuan;

penyelenggaraan pemantauan, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas scsuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mincral; dan



k. pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan

pimpinan sesuai tugas dan [ungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Energi dan Encrgi Baru Terbarukan
mempunyal tugas melakukan koordinasi, [fasilitasi dan
evaluasi tugas pada Cabang Dinas Encrgi dan Sumbecer Daya
Mincral di Kabupaten/Kota se Provins: Riau.

—

Untuk melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud pada
avatl (1) Kepala Bidang Encrgi dan [Encrgl Baru Terbarukan
menyelenggarakan fungsi:

d.

C.

oo

penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Energi dan Encrgi Baru Terbarukan;
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang
Energi dan Energi Baru Terbarukan;

Melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan,
dan evaluasi data lilting Encrgi dan Encrgl Baru
Terbarukan;

Melakukan penyusunan rcncana umum cnergl Provinsd
Riau dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah
kaca scktlor energi;

Melaksanakan kajian pengembangan, penyaluran dan
pendistribusian  bahan  Encrgi  dan  Energi  Baru
Terbarukan;

Memberikan rekomendasi, pertimbangan tcknis, surat
keterangan pada kegiatan usaha Encrgi dan Energl Baru
Terbarukan;

Melakukan ecvaluasi volume penjualan  bahan  bakar
minyak untuk penghitungan prakiraan penerimaan pajak
bahan bakar minyak kendaraan bermotor bersama
Instansi terkait;

Melaksanakan koordinasi, rmonitoring, evaluasi,
pengawasan, langgungjawab  sosial  perusahaan  dan
perlindungan lingkungan serta kesclamatan kerja kegiatan
hulu dan hilir minyak dan gas serta kelaitkan tcknis
keglatan usaha energi baru terbarukan bersama instansi
terkait;

Melaksanakan  bimbingan  tcknis, pembinaan  dan
pengawasan usaha encrgi baru terbarukan dan sosialisasi
konservasi energi dan diversiflikasi cnergi;

penyelenggaraan pemantauan, cvaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan  tugas vang  telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral; dan

pclaksanaan tugas kedinasan lain  yang diberikan
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Bagian Keenam
Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 14

(1) Kepala  Bidang  Ketenagalistrikan mempunyal  tugas
meclakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada
Cabang Dinas Energt dan Sumber Daya Mincral di
Kabupaten /Kota se Provinsi Riau.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bidang Kctenagalistrikan menyelenggarakan

lungsit :
a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada

&z,

ge

Bidang Ketenagalistrikan;

pcnyelenggaraan pelaksanaan koordinasi
survey/inventarisasi, pengumpulan/koimpilasi  data,
kajian kalayakan dan perencanaan teknis, pembangunan

jaringan  distribusi, [lasilitasi  dan  memeriksa  hasil

pelaksanaan tugas, rekomendasi teknis izin di lingkungan
Bidang Ketenagalistrikan;

melaksanakan pembangunan  jaringan distribusi,
penyediaan tenaga listrik di daerah pedesaan dan daerah
belum berkembang (terpencil);

menyelenggarakan kegiatan pcmbinaan /sosialisasi
Pearturan dan usaha kelecnagalistrikan serta usaha jasa
penunjang;

melakukan koordinasi dan menyelenggarakan proscs
administrasi kegiatan pengawasan uji laik operasi dan
pemberian nomor register Scrtilikat Laik Operasi;
penvelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesual dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kcepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mincral; dan

pclaksanaan  tugas kedinasan  lain yang  diberikan
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan
urusan vyang menjadi kewenangannva, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas Encrgl dan Sumber Dava Mineral dalam melaksanakan
tugas dan [ungsi berkoordinasi, scsual dengan kedekatan
fungsi koordinasi, kepada Sckretariat Dacrah melalui Asisten
dan Biro terkait.

(3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan
fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas
Encrgi dan Sumber Daya Mincral memperhatikan fungsi-
fungsi pada masing-masing perangkal dacrah vyang
mempunyal kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
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(4) Tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
dilaksanakan oleh Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon
[l.a), Pejabat Administrator (cselon lll.a), Pejabal Pengawas
(eselon [V.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana,

(5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara
berjenjang scsuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mincral menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Cabang Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral dalam
meclaksanakan urusan vang menjadi kewenangannya,
berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan fungsional scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf [ terdiri atas tenaga fungsional sesuai
dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang
dibutuhkan dan jabatan [ungsional lainnya yang terbagi
dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesual dengan
bidang keahliannya.

(2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Kelompok jabatan flungsional terdiri dart segjumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin olch scorang tenaga fungsional scenior yang
ditunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsionai scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melakukan
kegiatan bidang tenaga [ungsional masing-masing sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mincral diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang
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telah  memenuhi  syarat  sesuai ketentuan  peraturan
pcrundang-undangan,

(2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas,
Kepala - UPT, - Kepala -Subbagian’ dan Kelompok -‘Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur-dari
Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi- syarat seésuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau.
BARB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku, maka
Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 88), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan  Gubernur ini  mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pckanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Peckanbaru Disalinkan tanggal 11 September 2018
pada tanggal 8 Agustus 2018 __.Salinan Sesuai Dengan Aslinya

, “=Mepala Biro Huk
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, ~:Kepala Biro Hukum

=

ttd.

‘YUARDHANI, SH. MH
srembina Tingkat 1
19650823 199203 2 003

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 49
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